] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0016/PPH4-BUNGA/SMA/I1/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
1 2 €]
236,712 10 23,671

Terbilang DUA PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 28-FEB-22
Pemotong Pajak

2]1] -[o]e]8] -[2]3]3] - [4] - [¢]2]2] - [o]o]o
k[o]P Als[i ] [s[E[RIATTT ] [m
u[r] Ja[s]a]D]

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO
KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0017/PPH4-BUNGA/SMA/III/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
1 2 €]
917,260 10 91,726

Terbilang SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 31-MAR-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als[i ] [s[E[RIATTT ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO
KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0017/PPH4-BUNGA/SMA/IV/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
1 2 €]
887,671 10 88,767

Terbilang DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 30-APR-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als]i E[H]Aa[T[ ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO

KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0018/PPH4-BUNGA/SMA/V/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(€] 2 3
917,260 10 91,726

Terbilang SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 31-MAY-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als[i ] [s[E[RIATTT ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO
KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0019/PPH4-BUNGA/SMA/VI/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(€] 2 €]
887,671 10 88,767

Terbilang DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 30-JUN-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als]i E[H]Aa[T[ ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO

KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0018/PPH4-BUNGA/SMA/VI1/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(€] 2 3
917,260 10 91,726

Terbilang SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 31-JUL-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als[i ] [s[E[RIATTT ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO
KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0018/PPH4-BUNGA/SMA/VIII/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(€] 2 3
917,260 10 91,726

Terbilang SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 31-AUG-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als[i ] [s[E[RIATTT ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO
KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0018/PPH4-BUNGA/SMA/IX/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(€] 2 €]
887,671 10 88,767

Terbilang DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 30-SEP-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als]i E[H]Aa[T[ ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO

KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0018/PPH4-BUNGA/SMA/X/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
1 2 €]
917,260 10 91,726

Terbilang SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 31-OCT-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als[i ] [s[E[RIATTT ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO
KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0018/PPH4-BUNGA/SMA/XI1/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(€] 2 €]
887,671 10 88,767

Terbilang DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 30-NOV-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als]i E[H]Aa[T[ ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO

KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



] ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BOGOR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Nomor : 0018/PPH4-BUNGA/SMA/XI1/2022
NPWP []2] - [3]
Nama S[A|R]I |S I |[C|O
Alamat I JAIK]A A
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
1 2 €]
917,260 10 91,726

Terbilang SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

Perhatian

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Bukti Pemungutan ini diaggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar

F.1.1.33.21
|

NPWP
Nama

DEPOK, 31-DEC-22
Pemotong Pajak

2 8] -[4]3]3]-[4]-[4]1]2] - [o]o]o
K Als[i ] [s[E[RIATTT ] [m
u Alp]i

Tanda Tangan, Nama dan Cap

HELLY KOESDIANTO
KETUA

Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2009
|



